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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau  Intellectual

Property  Rights  (IPR)  sebagai  bahan  pembicaraan  dalam tataran  nasional,

regional  dan bahkan internasional  tidak  lepas  dari  pembentukan organisasi

perdagangan  dunia  atau  World  Trade  Organization  (WTO).1 Hakekat  Hak

Kekayaan  Intelektual  adalah  adanya  suatu  kreasi  (creation). Kreasi  ini

mungkin  dalam bidang Kesenian  (art) atau  dalam bidang industri  ataupun

dalam Ilmu Pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.2

Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  hak  yang  berasal  dari  hasil

kegiatan  kreatif  suatu  kemampuan  daya  pikir  manusia  yang  diekspresikan

kepada khalayat umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta

berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi.3

1 Sentosa Sembiring., Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di 
Bidang Hak Cipta Paten dan Merek, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 11.

2Ibid, hlm. 14.

3 Muhammad Djumhana dan R. DJubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan 
Prakteknya di Indonesia, cat. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21-22.
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Sifat dari Hak Kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yaitu hak

atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio,

dimana hasil kerja itu dirumuskan sebagai intelektual, sehingga ketika sesuatu

tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai Hak Kekayaan

Intelektual.  Dalam  perlindungan  Persetujuan  Umum  tentang  Tarif  dan

Perdagangan (General Agreement on Tariff and trade – GATT) sebagai bagian

daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO – World Trade

Organization)  telah disepakati  pula norma-norma dan standar  perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi : Hak Merek dan hak-hak lain yang

terkait (Trademark and Related Rights) yakni :4

1. Merek (Trademark, Service Marks and Trade Names). 

2. Indikasi Geografis (Geographical Indications). 

3. Desain Produk Industri (Industrial Design). 

4. Paten (Patents) termasuk perlindungan varitas tanaman. 

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay Out Designs Topographics of
Integrated Circuits). 

6.  Perlindungan  terhadap  Informasi  yang  dirahasiakan  (Protection  of
Undisclosed Information). 

7.  Pengendalian  praktik-praktik  persaingan  curang  dalam  perjanjian
lisensi  (Control  of  Anti  Competitive  Practices  in  Contractual
Licences). 

Merek  merupakan  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Sesuai

dengan apa yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20

4 Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, Bandung, PT. Citra 
Aditya Bakti, 2001, hlm. 17.
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Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang

berupa gambar, nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan warna atau

kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan

digunakan dalam kegiatan perdangan barang dan atau jasa. 

Kebutuhan  untuk  melindungi  merek  dari  peniruan  atau  persaingan

yang  curang.Maka,merek  tersebut  harus  didaftarkan  di  Direktoral  Jenderal

Hak  Kekayaan  Intelektual.  Selain,  peraturan  perundang-undangan  nasional

tentang merek, ada juga peraturan merek yang bersifat internasional seperti

Konvensi Paris Union yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan

pada  hak  milik  perindustrian  (Paris  Convention  for  the  Protection  of

Industrial  Property).Indonesia  merupakan  peserta  pada  Paris  Convention,

oleh karena itu Indonesia juga turut serta dalam International Union for the

Protection of Industrial  Property yaitu organisasi  Uni  Internasional khusus

untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, yang sekarang

ini  sekretariatnya  turut  diatur  oleh  Sekretariat  Internasional  WIPO (World

Intelectual Property Organization ).5

Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak

merek. Tanpa pendaftaran, Negara tidak memberikan hak atas merek kepada

pemilik merek. Hal ini berarti tanpa pendaftaran merek, seseorang tidak akan

5 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual,  Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004 
hlm. 338.
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diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang

lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Jika pada sebelumnya pada

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sistem merek yang digunakan adalah

sistem deklaratif, yaitu perlindungan hukumnya didasarkan pada mereka yang

menggunakan merek lebih dahulu, pada sistem  konstitutif ini perlindungan

hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.6

Hal ini  juga tercantum pada Pasal  21 huruf  b Jo Pasal  21 ayat  (3)

Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi

Geografis bahwa tentang merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat

didaftarkan  oleh  pemohon  yang  beritikad  tidak  baik  yaitu  merek  tersebut

mempunyai  persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek

terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.Penjelasan Pasal

21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai persamaan pada pokok

adalah  merupakan  kemiripan  yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur  –  unsur

yang  menonjol  antara  merek  yang  satu  dengan  yang  lain,  yang  dapat

menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan,

6 Dwi Rezki Sri starini, Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPS-WTO, Bandung, PT. Alumni, 
2009 , hlm 47.
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cara penulisan atau kombinasi antara unsur – unsur ataupun persamaan bunyi

ucapan yang terdapat dalam merek – merek tersebut.7

Salah  satu  kesulitan  yang timbul  dari  ketentuan Undang – Undang

Nomor  20  Tahun  2016  yaitu  kurangnya  pedoman  yang  jelas  untuk

menentukan  kriteria  merek  terkenal,  dengan  kata  lain  Undang  –  Undang

merek  Indonesia  tidak  mengatur  secara  rinci  tentang  merek  terkenal  ini.

Namun dalam ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016

dalam  penjelasannya  tentang  ponolakan  permohonan  yang  mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk

barang  yang  sejenis  dilakukan  denganmemperhatikan  pengetahuan  umum

masyarakat  mengenai  merek  tersebut  di  bidang  usaha  yang  bersangkutan.

Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang di peroleh karena

promosi  yang gencar dan besar – besaran, investasi di beberapa Negara di

dunia  yang  dilakukan  oleh  pemiliknya  di  beberapa  Negara.Perlindungan

merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek. 

Perlindungan yang diberikan oleh Undang – Undang merek terhadap

merek  merupakan  pengakuan  terhadap  keberhasilan  pemilik  merek  dalam

menciptakan  image  eklusif  dari  produknya  yang  di  peroleh  melalui

pengiklanan atau penjualan produk – produknya secara langsung.8

7Ibid.
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Berdasarkan  reputasi  dan  kemashurannya,  suatu  merek  dapat

dibedakan menjadi  tiga jenis,  merek biasa (normal marks),  merek terkenal

(well  known  marks),  dan  merek  termashur  (famous  marks).9Merek  biasa

adalah  merek  yang  tergolong  tidak  memiliki  reputasi  tinggi,  ciri-cirinya

adalah kurang memberi pancaran simbol gaya hidup, masyarakat konsumen

sering  menilai  sebagai  barang  atau  jasa  berkualitas  rendah,  merek  sering

dianggap  tidak  mempunyai  drawing  power  yang  mampu  memberi

sentuhankeakraban  dan  kekuatan  mitos  yang  sugestif  kepada  masyarakat

konsumen, dan tidak membentuk lapisan pasar dan pemakai.Merek terkenal

adalah  merek  yang  memiliki  reputasi  tinggi,  karena  memiliki  kekuatan

pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang

berada  dibawah  merek  itu  langsung  memberikan  sentuhan  keakraban  dan

sentuhan  mitos  kepada  segala  lapisan  konsumen.  Merek  termashur,  yaitu

merek  yang  karena  perkembangannya  telah  dikenal  secara  luas  di  seluruh

dunia,  dan  memiliki  reputasi  yang  dapat  digolongkan  sebagai  “merek

aristokrat dunia”.10

8 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni, Bandung, 2006, 
hlm.151.

9 Ridwan Khairandy, “ Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia”, Seminar 
NasionalPerlindungan Hukum Merek dalam Era Persaingan Pasar Global, Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta, 1999, hal 4. 

10 M Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umumdan Hukum Merek di Indonesia 
Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung,, 1996,hal 80-81.
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Salah satu ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek

tidak  harus  terbatas  pada  produk  tertentu  atau  jenis  produk.  Contohnya

Marlboro adalah merek yang diasosiasikan dengan produk-produk tembakau.

Ternyata, merek tersebut juga dipakai untuk pakaian. Para konsumen dapat

menyaksikan  bahwa  hampir  seluruh  jenis  barang  yang  tidak  berhubungan

dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang

berbeda. Kecenderungan yang sama juga muncul pada merek-merek seperti

Porsche dan Caterpillar.11

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek diberikan kepada

pemilik  merek pendaftar  pertama,  yang menganut stelsel   first  to file. Arti

sistem atau  stelsel  ini  adanya  suatu  anggapan  hukum (legal  presumption)

bahwa pendaftar pertama adalah pihak yang berhak atas suatu merek, sampai

terbukti sebaliknya. Hal ini mengingat setiap pemberian hak ada tujuan dan

batas-batasnya. Tidak ada hak yang mutlak tanpa batas.12

Kasus  pelanggaran  merek  umumnya  terjadi  antara  pemilik  merek

terkenal  dengan pemilik  merek yang mereknya cenderung baru,  salah satu

pelanggaran dan perlindungan merek terkenal seperti pada  sengketa antara

PT Gudang Garam tbk, dengan H. Ali Khosin selaku pemilik merek Gudang

11 Siti Marwiyah, “Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal”, Makalah : De Jure Jurnal 
Syariah & hukum Vol.2, 2010, hal. 45. 

12 Rahmi Jened, Gugatan Pembatalan Merek, Media HKI Vol.XII/No.3/Mei 2015, hlm. 2
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Baru.  Terjadinya  kasus  ini  bersumber  dari  adanya  persamaan unsur  pokok

antara  merek  Gudang  Garam  dan  Gudang  Baru.  Berdasarkan  hal  ini,  PT

Gudang Garam mengajukan gugatan terhadap pemilik Gudang Baru  sebagai

tergugat  di  depan  persidangan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri

Surabaya.  Penggugat  sangat  keberatan  dengan  terdaftarnya  merek  Gudang

Baru karena mempunyai  persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang

Garam. Persamaan pokoknya antara merek tersebut terlihat dari bentuk dan

komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan

cara  peletakan  gambar.Selain  memliki  persamaan  pada  pokoknya  dengan

Gudang Garam, jenis merek Gudang Baru termasuk dalam satu kelas yang

sama dengan Gudang Garam, yaitu kelas 34 berupa tembakau dan barang-

barang  keperluan  rokok.Dengan  itikad  tidak  baik,  merek  Gudang  Baru

bermaksud untuk memanfaatkan ketenaran merek Gudang Garam. Selain itu

terkenalnya  merek  Gudang  Garam  dibuktikan  dengan  telah  terdaftar  di

beberapa Negara di dunia antara lain Negara Jepang, Singapura, Argentina,

Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi

Arabia, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989.

 Berdasarkan gugatan tersebut, H. Ali Khosin, SE., sebagai Tergugat

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan gugatan Penggugat telah

terjadi  Contradiction  in  Terminis,  surat  kuasa  Penggugat  kabur,  gugatan

pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah kadaluarsa, dan kekurangan
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subyek hukum atau  pihak yang digugat  serta  Penggugat  tidak  mempunyai

Legal Standing atau kepentingan hukum. Akhirnya melalui kuasa hukumnya

mengajukan  permohonan  kasasi  di  Mahkamah  Agung.Keberatan  tersebut

mengenai   Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum, yaitu  kurang

teliti  memeriksa  perkara  baik  mengenai  penerapan  dan  penafsiran  hukum

maupun fakta – fakta kejadian di muka persidangan. Putusan MA Nomor 162

K/Pdt.Sus-HKI/2014 permohonan kasasi oleh H. Ali Khosin, SE dikabulkan

oleh  Mahkamah  Agung  dikarenakan  mereknya  ternyata  tidak  mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam dan membatalkan

putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara

ini  tidak  sesuai  dengan  hukum  dan/atau  Undang  –  Undang,  sehingga

permohonan kasasi H. Ali Khosin, SE tersebut dikabulkan.

Mengacu  pada  permasalahan  diatas  pada  prinsipnya  perlindungan

terhadap  merek  adalah  sekaligus  memberi  perlindungan  terhadap  pemilik

merek,  konsumen  pemakai  merek  dan  agar  tercipta  suatu  ketertiban  pada

Undang-Undang  Merek.  Keinginan  untuk  mengetahui  lebih  jauh  segala

sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat tersebut diatas telah menjadi

motif  sekaligus  latar  belakang  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yang

hasilnya  dituangkan  dalam  bentuk  skripsi  dengan  judulPERLINDUNGAN

HUKUM  TERHADAP  PEMILIL  MEREK  TERKENAL  DITINJAUDARI

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
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INDIKASI  GEOGRAFIS  (Analisis  Putusan  MA  Nomor  162  K/Pdt.Sus-

HKI/2014).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas penyusun mencoba merumuskan persoalan

dalam bentuk pernyataan :

1. Bagaimana Perlindungan hukumterhadap pemilik Merek TerkenalDitinjau

dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi

Geografis?

2. Apakah  dampak  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Agung  dalam

memutuskan sengketa antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru pada

Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk  memperoleh  sebuah  pemahaman perlindungan  hukum  bagi

pemegang merek terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui dampak pertimbangan hakim MA dalam memutuskan

sengketa antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru pada Putusan

MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.
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D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu  penelitian  pasti  ada  manfaat  yang  diharapkan  dapat  tercapai.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis 
a. Penulis  berharap  dapat  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dalam

bidang  Hukum  Perdata  pada  masalah  Hak  Kekayaan  Intelektual

khususnya Hak Merek.
b. Untuk  memperoleh  data  informasi  secara  jelas  dan  lengkap  sebagai

bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi

dalam meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan

bagi para pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya. Bagi Pemerintah,

hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  masukan  untuk  perbaikan  atas

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam produk hukum yang berkaitan

dengan Hak Merek.
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E. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya melindungi

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

dengan  aturan  hukum  untuk  meweujudkan  ketertiban  dan  ketentraman

sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  memikmati  martabatnya  sebagai

manusia.13 Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah  yang  menjelamah  dalam  sikap  dan  tindakan  dalam  menciptakan

adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.14

Dasar  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  didalamnya

memiliki dua prinsip deklaratif dan prinsip konstitutif : 

1. Prinsip Deklaratif (First To Use) 
Sistem  deklaratif  adalah  sistem  pendaftaran  yang  hanya

menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada

merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin

kepastian  hukum  dibandingkan  dengan  sistem  konstitutif

berdasarkan  pendaftaran  pertama  yang  lebih  memberikan

perlindungan  hukum.  Dalam  sistem  deklaratif  titik  berat

13 Setiono, Rule Of Law (supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 
Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 2004), Hlm 3.  

14 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Di Indonesia, (Surakarta : Magister Ilmu 
Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 2003), Hlm  4.
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diletakkanatas  pemakai  pertama.  Siapa  pemakai  pertama  suatu

merek adalah yang dianggap berhak manurut hukum atas merek

bersangkutan. 
2. Prinsip Konstitutif (First To File) 

Prinsip  Konstitutif  atau  disebut  juga  first  to  file  principle.  Artinya,

merek yang di daftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama.

Tidak  semua  merek  dapat  di  daftarkan.  Merek  tidak  didaftar  atas  dasar

permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon

beretikad  tidak  baik  adalah  pemohon  yang  mendaftarkan  mereknya  secara

tidak  jujur  dan  tidak  layak,  ada  niat  tersembunyi  misalnya  membonceng,

meniru, atau menjiplak ketenaran yang meninmbulkan persaingan tidak sehat

dan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek

adalah orang atau badan hukum. Dalam sistem konstitutif, hak akan timbul

apabila  telah  didaftarkan  oleh  si  pemegang.  Karena  itu,  dalam  sistem ini

pendaftaran merupakan suatu keharusan.

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-

subjek  hukum  melalui  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  dan

dipaksakan pelaksaaannya dengan suatu sanksi.  Perlindungan hukum dapat

dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan  yang diberikan Pemeritah  dengan tujuan  untuk

mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat
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dalam Peraturan  Perundang-Undangan dengan  maksud untuk

mencegah  suatu  pelanggaran  dengan  memberikan  rambu-

rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan  Hukum  represif  ini  merupakan  perlindungan

akhir  berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi  sengketa atau

sudah dilakukan suatu pelanggaran.  

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum

yang sifatnya pencegahan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah

terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi Pemerintah yang didasarkan

pada  kebebasan  bertindak.  Perlindungan  hukum  yang  represif  berfungsui

untuk  menyelesaikan  apabila  terjadi  sengketa.15  Pada  dasarnya  teori

perlindungan  hukum  merupakan  teori  yang  berkaitan  pemberian  layanan

kepada  masyarakat.  Di  dalam  penelitian  yang  penulis  buat,  sehubungan

dengan  perlindungan  hukum  preventif  pemegang  merek  terkenal  Gudang

Garam dapat mengajukan pendapat atas penyalahan hak diterimanya dalam

hal  ini  pendompleng,  untuk selanjutnya  agar  pemerintah  dapat  mendeteksi

apabila terjadi permasalahan pendompleng atau persamaan merek tanpa izin

15   H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis 
dan Disertasi, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 264.  
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di tengah masyarakat. Hal ini ditujukan agar pemegang merek Gudang Garam

yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan.

Sedangkan  untuk  perlindungan  represif  ditujukan  kepada  para

pemegang  merek  terkenal  dalam  hal  ini  adalah  Gudang  Garam  dalam

melaporkan  kasus  pendomplengan  atau  persamaan  merek  kepada  pihak

berwajib untuk diberikan kemudahan agar proses yang dihadapi tidak berbelit-

belit, mudah dan murah.

Tujuan dari Perlindungan hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab

ketertiban  merupakan  suatu  syarat  terpokok  dari  adanya  masyarakat  yang

teratur.  Demi  mencapai  ketertiban  tersebut  diusahakan  adanya  kepastian

hukum dalam pergaulan  masyarakat,  karena  tidak  mungkin  manusia  dapat

mengembangkan  bakat  dan  kemampuan  yang  diberikan  Tuhan  kepadanya

secara  optimal  tanpa  adanya  ketertiban  dan  kepastian  hukum.16Jadi,

berdasarkan  teori  serta  penerapan  dalam peraturan  perundang  –  undangan

diatas  dapat  dijadikan  sebuah  hipotesis  bahwa  perbuatan  meniru  atau

menyerupai merek milik perusahaan lain yang terdaftar terlebih dulu ditinjau

dari  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2016tentang  Merek  dan  Indikasi

Geografis  merupakan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  dan  dapat

dilakukan  upaya  untuk  melindungi  hak  merek  bagi  pemegang  hak  merek

16Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 
Nasional, Bandung: Bina Cipta, 1970, hlm. 13.
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karena  telah  melakukan  pendaftaran  kepada  Direktorat  Jenderal  Hak

Kekayaan Intelektual.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  sebagaimana

diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan

Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.Berdasarkan Pasal 5 ayat

(1)  Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang mengatur bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi yang wajib menggali,

mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dan rasa  keadilan  yang hidup

dalam  masyarakat.  Dalam  penjelasan  resminya  disebutkan  bahwa  “agar

putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

 Rumusan  tersebut  mengandung  makna  bahwa  agar  hakim  mampu

memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  di  dalam

masyarakat.17 Teori ini dipakai berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan  putusan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  persamaan

merek  terkenal  serta  dampak  dari  putusan  hakim  MA  dalam  memutus

sengketa antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru.

17 Mohammad Saleh, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 
2011, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2013, hlm. 25. 
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Hal ini berarti kedudukan hakim harus dijamin oleh Undang-Undang

karena ciri sebagai Negara hukum ialah terdapat suatu kebebasan hakim, tidak

memihak,  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  Eksekutif  maupun  Legislatif,

pemahaman mengenai kebebasan tersebut bukanlah berarti bahwa hakim itu

bebas  atau  sewenang-wenang  terhadap  perkara  yang  dihadapinya  namun

tetapi hakim tetap terikat pada ketentuan peraturan hukum yang ada. Maka

dari  itu  hakim  haruslah  benar-benar  menguasai  hukum,  bukan  sekedar

mengandalakan  kejujuran  dan  kemauan  baik  saja,  menurut  Wirjono

Prodjodikoro berpendapat bahwa:18

“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa
pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari  selalu secara positif  dan
aktif  memperhatikan  dan  melaksanakan  macam-macam  peraturan  hukum
yang berlaku dalam suatu Negara.”

Selain hal itu hal yang berkaitan dengan kekuasan kehakiman yakni

kebebasan hakim itu sendiri, masalah kebebasan hakim dihubungkan dengan

cara hakim menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani

suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menentukan hukum bukan berarti ia

menciptakan  hukum,  tetapi  untuk  menemukan  hukum  hakim  dapat

menggunakan  referensi  yurisprudensi  dan  pendapat  para  ahli  atau  yang

dikenal doktrin,  menurut Muchsin bahwa “Berhubungan dengan kebebasan

hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak

18 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama , 
Bandung, 2003, hlm. 26-27. 
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(impartial judge). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah,

karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang

benar”19. Sedangkan menurut Andi Hamzah :

“Dalam hal  ini,  hakim tidak memihak diartikan tidak berat  sebelah
dalam pertimbangan  dan  penilaiannya.  Hakim tidak  memihak  berarti  juga
bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah”20

Selain itu hakim juga dalam mengadili harus mempertimbangan dan

menggali  nilai-nilai  yang ada didalam masyarakat,  sebagaimana disebutkan

dalam Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasan

Kehakiman :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”.

Seringkali  dalam  prakteknya  untuk  mewujudkan  suatu  keadilan

didalam putusan hakim terkadang terjadi benturan antara kepastian hukum,

keadilan, dan kemanfaatan seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch

bahwa  Didalam  faktanya  penerapan  dari  tujuan  hukum  itu  terdapat

pertentangan antara satu sama lain tidak jarang adanya pertentangan antara

keadilan  dengan  kepastian  hukum,  atau  kepastian  hukum  dengan

kemanfaatan,  atau  keadilan  dengan  kemanfaatan  sehingga  Radbruch

berkesimpulan bahwa dalam implementasinya harus digunakan asas prioritas,

19 Muchsin, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, STIH IBLAM, 
Jakarta, 2004, hlm. 20. 

20 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm. 91. 
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dimana  prioritas  pertama  adalah  keadilan,  kemudian  kemanfaatan,  dan

terakhir barulah kepastian hukum.21

F. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian,  terutama  di  titik  beratkan  pada

permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal dan

dampak pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa

antara  merek  Gudang  Garam dan  Gudang  Baru  pada  Putusan  Mahkamah

Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.
G. Metode Penelitian 

Adapun  metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  mengumpulan  data

diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  dengan

mengumpulkan  data  pustaka  yang  menggunakan  jenis  yuridis  normatif.

Penelitian  dengan  yuridis  normatif  artinya  permasalahan  yang  ada  diteliti

berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  literatur-literatur

yang  ada kaitannya dengan   permasalahan.22

2. Pendekatan Penelitian

21 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencama Media Group, 
Jakarta, 2009, hlm. 217. 

22 Roni Hanitijo Soemitro, Metologi Penelitian Hukum dan Jarimetri, Jakarta, Cet. IV, 
Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11. 
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Dalam  penulisan  ini  terdapat  beberapa  pendekatan  merupakan

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu penelitian terhadap

produk-produk  hukum.  Pendekatan  ini  dilakukan  untuk  menelaah  undang-

undang  maupun  regulasi  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  akan

diteliti.23Selain  itu,  penelitian ini  juga digunakan metode pendekatan  kasus

(case approach)  yang bertujuan untuk mempelajari  penerapan norma yang

dilakukan dalam praktik hukum.24

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam  rangka  penulisan  skripsi  ini,  penulis  melakukan  penelitian

kepustakaan  (library  research).  Dalam  hal  ini  penulis  meneliti  data

sekunder sebagai data pokok. Dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum

yang terdiri dari:

a)  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  UU  No.  20  Tahun  2016  dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang

bertujuan  umtuk  melengkapi  dan  mendukung  data-data  ini,  agar

penelitian menjadi sempurna.

23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 
136.

24Ibid., hlm. 96
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b) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya

dengan  bahan  hukum  primer  yang  berkaitan  langsung  dengan

penelitian ini, seperti buku-buku yang berhubungan dengan skripsi

ini. 

c) Bahan hukum Tersier, yaitu berasal dari artikel - artikel dan situs -

situs internet yang berhubungan erat dengan objek penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan  ini  dilakukan  dengan  studi  pustaka  yaitu  dengan  cara

membaca dan mencermati  buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan

mempelajari  literatur-literatur  lainnya  yang  kemudian  berdasarkan  studi

pustaka tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai

dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan  yang  telah  di  peroleh  dari  penelitian  ini  akan  dilakukan

pengolahan bahan, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah

dikumpulkan, setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul

dan  dirasa  telah  cukup  lengkap,  kemudian  diolah  dengan  dilakukan  suatu

analisis  secara  kualitatif.  Yaitu  menguraikan  secara  bermutu  dalam bentuk

kalimat  teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif  sehingga

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.Teknik analisis
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kualitatif  dilakukan  dengan  cara  menganalisa  bahan  hukum  berdasarkan

konsep,  teori,  peraturan  perundang-undangan,  pandangan  pakar  ataupun

pandangan penulis sendiri,  kemudian dilakukan interprestasi untuk menarik

suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.25

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan data yang diperoleh dari  penelitian baik

primer  maupun  sekunder  dihubungkan  secara  sistematis  guna  menjawab

permasalahan  dalam  skripsi  ini.  Sementara,  kesimpulan  guna  menjawab

permasalahan  yang  diteliti  dilakukan  metode  induktif.  Metode  induktif

digunakan  untuk  penrikan  kesimpulan  dari  kasus-kasus  individual  nyata

menjadi kesimpulan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek  

25 Rony Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982, hlm. 
93.
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